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REPUTUSAN KEPALADINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA KOTA YOOYAKARTA

NOMOR : [3/%IV TAHUN 2019

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN DAN PENANGANAN
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS GENDER
BLUPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

Menimbang ¢ 8 babwa dalon rangka melaksanakan pelayanan penanganan dan
pendampingan kasus kekemsan terhadap perempusn dan amak
berbasis. gender di UPT Pusat Peluyanan Terpadu Pemberdnyaan
Perempuan dan Anak Kotn Yogyskarn, miks perfu menyusun
Standar Operasional Prosedur (S0OP);

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans dimaksud pada
huruf a, make perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan  Mosynrakes, Porempuan dan  Anak  Kots
Yogyakarta,

Mengingut I. Undang-Undang Nomeor 16 Tahun 1950 tentung Pembentukan
Dacruh daerah Kotn Besar Dalim Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengsh, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimews
Yogyakarts,
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Temang Perlindungan A nak

3. Undang-undang Momor 23 mhun 2004 tentang Penghapusan
Kekemasan dalam Rumah Tangga;

4, Undang-undang Momor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdngangan Orang;

5. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang
PemerinmhanDaeh sebagnimana telah diubah tebernpa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tshun 2015
Perubhen Kedun Ats Undang-Undung Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Doerah;

6. Pemturan Memteri Pemberdayaan Petempuan dan Perlindungan

Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
Perlindungan Anak,



Muenetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

l'embussn

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparstur Negars dan Reformasi

Birokrasi Republik Indoncsia Momor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan

B Peraturan [Duerah Istimewa Yogyakara Nomor 3 Tahun 2012
teniang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan,

9 Pormturan Wallkow Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak Korbin Kekerasan Berbasis Gender

10, Peraturin Walikots Nomor 69 tuhun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Stander Opermsional Prosedur  Pemyelenggarunn
Pemeriniahan di Pemeriniah Kots Yogyakaria.

11, Persturan Walikota Nomor 136 Tahun 2017 tentang Pernberntulan,

Susunan Crganisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja

Linit Pelaksnna Tekmis pade [2inas Pemberdaysan Masyakarat,

Perempunn don Perlindungan Anak Kots Yogyakarta

MEMUTLUSKAN

TENTANGSTAKDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S0P)
FELAYANAN [DAN TPENANOGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS GENDER DI UPT
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KOTA YOUYAKARTA

Menelapkan  Standar  Operasional Prosesur  (SOP) Pelsyanan dan
Penanganan Kasus Kekernsan Terhadsp Perempuan dan Anak Berbasis
(ender di UPT Pusal Pelayanan Terpadu Pemberdaysan Perempuan dan
Anak Kota Yogyakarts Kots Yogyakarta yang terdin dari |

SOP Review Penerimaan Pengadusn Kasus

S0P Review Pengadunn Hotline Service

S0P Luwyanen Psikologis

SOP Layanan Hukum Pidana

SOP Layanan Hukum Perdata

S0P Leyanan Hukum Non Litigasi

S0P Layanan Jasa Persidnngan

S0P Penerimaon Rujukan

S0P Merujuk Kasus

SOP sebagaimans dimaksud Diktum KESATU dijabarkan lebib lanjut dalam
Lampiran 1,11, 111 1V, ¥, V1, VII, VIII, IXKeputusan im.

SOP schagmmana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman

pelayanan don penanganan korban kekerasan terhadap perernpusn dan anak
berbasin gender di UPT P2TP2A Kota Yogyskana

Keputusan mulal berlaku sejak tnnggal diletapkan

Ditetapkan & Yogyakaria
Puda tanggal . 20 Dadwier 2o
Kepala

© e DA B =
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¥Yih | Kepala Bappeda Kot Yogyakarta
2 Kepala BPKAD Kot Yogyekarta
3. Yang bersangkutan




 Nomor b TNE S Tobun u.--!
Tenggal 3¢ Mugmser 20ke
Momor
Tanggs! ditetapkan l
Sandar Operacronal Prosechar Waktu Pelakssnaan - Kualifikasi Pelaksana -
Review Penerimasn Pengaduan Kasus maksimal 60 menit Petugas penerima pengaduan  perugas
administrasi woem - SLTA/DI/DI/
D I & bidang Manayemen Perkantorsn
| Administras Perintorsn | Tata
Perkantorsn
Dasar Huloum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2002 tentang Perlindungan Ansk schagnimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 wshun 2014
Perlindungan Ansk

Tentang Perubahan Atas UUndang-Undang Nomor 23 Tahon 2002 Tentang

& b

o

Undang-undang Nomor 23 mhun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:
Undang-undang Nomor 21 Tshun 2007 ientang Pemberantasan Tindak Pidans Perdagangan Ovang:
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Hmuﬂﬂm?ﬂ]ﬁm?uﬂnhnﬁnﬁuﬂmﬂ“ﬂjﬂqﬂmﬂmﬂ“mmm

Persturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Ansk;
Peraturan Dacrah [stimews Yogyskarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;

Peratursn Walikota Nomor 19 Tehun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerazan Berbasis Gender




[ Prosedur -

Mencnima pengadunn dari korban melalu 3 cam
a Korban dateng sendiri ;

b Rujuksn dari lembaga ixin

€. Melalui hotline service nomor 081 12857799

d Melahs splikasi SIKAP yang terintegrasi dalam JSS

Mempersilahican Korban mengisi buko tamu
Meiakukan identifikas: awal mengenai kronologis singkat kasus dan untuk menentukan kasus tersebut merupakon kases baru stmy keses lars

a  Apabils merupakan keses baru, korban mengisi form kasus yang terdini dari identitas korban, pelaku dan jenis kekerasan

b, Apabila merupaksn kasus lama, petugas akan menghubungi koaselor yang menangani dan mengambil berkas rekam kasusnya

Melakukan identifikasi kasus unfuk menentukan kasus yang dilaporkan merupakan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasts gender atiu
bukan dan apakab loces kejadian di Kota Yogvakarta

&  Apebilas berbasis gender dan locus di Kota Yogyakarts maks kasus ditindaldanjmti.

b.  Apsbils bukan berbasiz gender dan bocus di luar Kota Yogyakara maks kesus dingjukian

Mempersilahkan korban mengis form pengaduan, spabila situesi korbem mermmegkinkm.

Menyampaikan kasus kepada konsebor yang tepat sesuai kebutuban korban untuk disssessment lebih lmjut atau Submit ke Ko UPT FITPZA bila

memakyl aplilkas: SIKAP

Disahkan oleh ; Revisi tanggal

KEPALA
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Lampran | . Kepohrias K3 DFMPFA Koda Y
Meamos B Kuls Tohgn Jodd
[ Tanggsl M Percmper 208
Nowain' SCP —
Tanggal pembasisg
Thopust Revisi
Taagps: sfekiif :
Dicahkan pleh - Ko UFMYPA Kts Yk
Hama SOF ; Fwierwr Pengichian Hotline Serviee SIKAP
UPT FUBAT PELAYANAN TERPADL] PEMBERDAYAAN
PERFMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYARARTA

Dasar Hulurn Kualittkasi
|. Endeng Eindeng Momtor X3 Taben X082 oinng Pedindongen Anak webpgaimoess teish dobah dengare | |, K. UPT PITFZA - 51 Soapad, 3 Peikologd,
Undasg-{ Fndany Nemar 35 tahon 2014 Tenteng Perchahan At Undang-Undang Nomor 23 Talum slﬂms:mmsz

2002 Tentang Porlimhangan Anek Magrister Adm PebldcS?
2. Unisag-undany Momor 23 taban 2004 sentaxg Praghapman Felarasss dalam Eomal) Tasges; Magizer St Krivpalom/52
3. Undexg-undang Momor 2( Taluen X007 wewteny Pemberestnces Tindak Pidena Perdagangaa Omag, i Kwﬁulﬂhnﬂﬂhmm

4 Undenp-Undsny Nomor 23 Talwn 2014 wasng Peosvintaben Deerh sehagaimans tilgh didbak Bgmiven Hukoro ) Suju:g[ﬂu"mph_ﬂ
hdlmhhnﬁhrmmﬂng-mmmﬂmzmimgwxahm di bidang [t Hakuoy' Soutil dan poliok/
Undang -3 ndang Momor 27 mben 214 teptang Paserinmchan Ciaerah; Boziologi ¥ ebijakan Poblae Frikotogn

5. Pertitar Meniel Pemberdeyaan Peremmen den Perdindoyan Anek Nomor 3 Tahus 2008 teotang Madyonkal
Pedoman Pelaloanian Perimdmgion Avak, 3 Komselor Paiknlogi [1ass Sesial Lainmys) :

5. Perrunn Dracnd Isttnews Yopyakeem Womor 1 Tabum 2012 tarang Perlindoipen Peemjuoct diet 81 Puholoxi
Arak Korban kekzrasan, A, Saipes Sigesk - mmirvmm] SMAeukrage,

7. Perwhuan Walikota Nomor 32 Talum 2012 tenteng Pesiindungmn Permpoes den Avak Kechan pernah mengikoti Pefatiban prowngses
Kekampan Berbaxis Gender Kekaraoun serhadep perempamn den sk

5. Petugrs oporabor . mivoosl SvA/sedemiat
| Keteritan PentlannFeriesghapes

I. SOP Qeviow Prnerigoaan Pengndown K I. Sy phoos

2. SOP Exvanan Hukuen Pidess L Gm

3, S0P Laymiin Hukom Perdsts 1 Prinder

4. SOP Laywoan Holown MNow Litngasd 4. ATK

5. BOP Layammn Tusa Persidangsn




Pencatatun dan pendatmsn. |

F“‘““I.“W'F R A — XU}
Kesalahan dalam assessment korban mengakibathan peanganan kasus pengaduan kurang optimal _ Ismn form korbas harus lengkap dan cermat )
Mo | Uraian Prosedur = = LR ____th-ru s e E‘NB}E __  keterangai
Kowbenn Petugas: | Ka UPT Sigrak | Komsebor | Persyaratun/oslengkanen Wkt Dhuipist
oporaor | PITPIA
Membka Lapor - Diin pelnpor, pelaki dan | 10menit | Laporn Eoshan memaskkan
Hlﬂi_m:mghdhu lorbas (ama, NI, pengaduan ban pengaduan sudah
lapor pengacuan pad aplikasi | st g T T
i e i fokasi kejadian, jenis Riwnyst Pengaduan
ieaus, krooologrs
singlat kasus dan bo
kuoisk yang bisa
dihwibvarga
ierdaftar dalam J55
x —
MMembuks inbax aduas - Terdupat notifikas 5 detik Kasus baru
ditclgk N ™
Mfelnkubonn icbentifika Laparan pengaduan 5 menit Hasl eotifikss | Apabiln tidak senswi
laporan adunn memenubi kriter knsos bary | rilenia, miks
A = hl:-u-buh:ﬂ 1 fama ! ngjokosn pengaduan ditolak
gender sevua kriteria dan diberi alnsan
ya s Loy di Ko pemolakan dan'sin
Y ogyakam GRTAT
- Wargs koin YWogyakaria i ,l.,piﬁ_u-d
faknd ek - - Laporm pengsduan 15 menst dpEEdmAenl k apa
Lﬂmmmm -—'* merrenihi kriteria yang " dinangian dalem | lebih dan sst
melalui tzlepon, WA, stan datenhakan Torm informas - Pl
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Mu[ Vraisn Prosedar
5 | melnkikan spprovement 1~ Form inkomns Smoait | Parinmb
terhadap kasis vang mssuk pengadusn telsh ferisi . pemyangkesian
pada meny = Monfikasi veriliknsi pads kepada saigas
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& | Melakukan - Petuges menerima 120 menst | Lapomn visiting | Petugss juga Bis
penjanghkauantvisiting ke motifiknsi deri Ka, UPT ﬁmhm‘ uﬂﬁhuﬂu
PATE2A melalui apliknsi yang
karban guns mendapatkmn SICAR w bils ads kasus yang
kekernmn secam lengkap dan :
melaporkan hasiknys daiam memmm
meu Viaiting visiting memben
anda pade memi
visiting sensdaly
melaknakan visiting
sehingga Ka, UPT
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bakws ases sudsh
indadaaiv
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L&mﬁmjﬂ_il _Keputusan Ka DPMPPA Kota YL |
Momor | B n /S Tabun 30W i
Tanggal | 30 Pésewber 309 |
- .I - e ——— T T R
Momor
Tunggal diretapkan
Sandar Dpn'lmmul Prosedur Wkt Pelaksanaan Kualifikasi Pelaksans @
Layanan Pendampingan Psikologis Layvanan sesuu kebotuhan klien | Konselor Psikolog : 51 Pakolog
| Psikolog Kiinis ; 52 Psikologi Klinis |

Dasar Hukosm

G

2 Undang-undang Nemor 23 whun 2004 tentang Penghapusan Kekerazan dalam Rumah Tanggn,
%,
4. Undang-Undang Momor 23 Tatun 2014 testang  Pemerintahan Dacrah schagaimana tefah dinbah beberapa kali ternkhir dengan Undang-undang

Undeng—{Tndang Nomor 23 Tahen 37002 tentang Perlindungan Anak schagsimana telsh divhah dengan Undang-Undang Nomor 35 whun 2014
Tenmng Pervbahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peslindungan Anak

Undeng-undang Nemor 21 Tabun 2007 tentang Pemberaniasan Tindak Prdana Perdagangsn Ovang;.

Nomor @ tahun 2005 festang Perobahan Fedua Atz Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 fentang Pemerintihan Dacraly

Permturan Menten Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anok Nomor 3 Tahun 2008 sentang Pedoman Pelaksanaan Perlindongan Anak
Persturan Daorah Istimewa Yogyakara Momor 3 Tahum 2012 tentang Perlindengan Perempuan dan Anak Korban kekerasan,

Poraturan Walikols Nomor 39 Tabun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerisan Berbasis Gender




Mrosedlur

1
2

Mengidentifikas kebutuhon lavann paikolog bagi horban berdosarkan kronkogis kasus
Melukukan intervessi psikologis meliput

A pemerikssan psikologss,
b pendampingan alau penguatan sehelum dan sesudab kotban menjalani persidongen  { untuk korhon yang mesgelnm porsicangan )
& home vigsitmoney
d l'-'.ﬂﬂ'l_ln dinguk ke lembaga lnin etuk (apabila diperlukan)
e terapi psikologis
Membual laporan peikologis berdasarkan hasil sssessment dan intervensi psikologis korban
Melokukan terminmsi setelah korban dimind oleh konselor dupat mcingambil kepaibissan alas permasalohannys, mengambil resiko atas keputusan dan

menatn musa deparmyn
Menandatang Berita Acara terminasi bersama korban

Melakikan monitoning perkembangan psikologis korban dalsm rentang waktu 3 bulsn pasca terminas

Disahlsn oleh . | Revisi tanggal

KEPALA

" EDY MUHAMMAD
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Lampiran 1V [ Keputusan Ka_DPMPPA Kot Yk |
Momaor AL EN Tahua 306 J
T

il @y 2018

30 Deieweor 2014 |

Momor
Tanggsl ditetapkan
! ) Waktu Pelaksanann: Kualifikasi Pelaksana
Layanan Pendampingan Hukum Pidana Disesumiknn proses hukum yang | Konselor hukum (Analis Konsultas: dan
berloky hinggs puhasan Bantuan Hokum): Sagana (51
Penpgadilan Diploma IV di bidang Timu Hekom!
Sosial don politik’ Sosiology Kebijakan

Dasar Hukuen |

I Undang-Undang Momor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Momor 35 tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pedindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Peaghapusan Kekerasan dalam Rumsh Tangga,

Undang-undang Momor 21 Tahum 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ferdagangan Orang:

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemenniahan Deerah sebagatimana telah divbah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Momor ? tahun 205 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeral

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 sentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

6. Persturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anek Korban kekerisan;

7. Persturan Walikota Nomor 3% Takun 2013 tentang Perdindungon Perempuan dan Anak Korban Kekerason Berbasis Gender

& b




Prosedur

1. Konselor hukum miengidenn fikasr Kebutuhan layanan hulum pidana bagi kerban berdasarkan kronologis kasus

2 Eonselor hukum melakukan peodampingan hukum pidana rerhadap korban pada ahap penydidikan dan pesyrdikan yang meliputs pendampungan
pelaporan ke kepolisian, pemenkssan fisik korban, pembuatan BAF, rekonstraks kejadian

Melakukan koordimas dengan Konselor psikolog untuk melakukan penguatan psikologs tethadap korban

Konsclor hukum menitormng perkembangan kasus korban sampai P21

Konselor hukum dan atan konsclor psikologi mendampingi kosban di sidang pengadilan pidana berdasarkan surat tugas dari Ka UPT PZTP2A K |
DPMFPPA Kota Yopyakarta

Eonsclor hukum melabuksn monitoning perkembangan kasus sampal mendapatoan hasil putusan pengadilan
Melakukan terminsgi seteleh korban seleci sidang dan menerina putesan pengadilan
Memandatang Berita Acara terminssi bersama korban

LR

-

j Melakukan monitoning perkembangan korhan dalam rentang waktu 3 bulan pesca terminasi
EEPALA

Y MUHAMMAD

————




| Lampiran ¥ | Keputusan Ka DPFMPPA Kot Yk |

Noanot |13 720/ Tabes JoW |
Panggal | 30 Deicenber 2019 j
_____ Wl R . e R ) =
MNonwor
Tanggal ditctupkan
Sandar Operasional Prosedur Walktu Pelaksanaan Kualifikasi Pelaksana |
Layanan Pendampingan Hikum Perdata Sesuai proses hukum perdata Eonsclor hukum { Analis Konsulas: dan
hinggs putusan pengodilan. Bantusan Hukum) Sagana (51)
Inploma IV di bidang mu Hakum'
Sosial dan politik/ Soxiologl Kebijakan
Fublik/ Pekologi Masyambm

Drasar Hukom

. Undang-lndang Momor 23 Tahen 2002 tentang Perlindungan Annk sebagaimana telah dichah dengan Undang-Undang Nomor 15 mhun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-1ndang Nomor 23 Tahun 2002 Tenlang Pedindungan Anak

2, Undang-undang Memor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalum Bumeh Tangga,

1 Undang-undang Memor 21 Tahun 2007 fentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Omng. |

4 Undang-Undang Momer 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Dnermh sebagaimana telah divbah bebernpa kali terakhir dengan Undang-undang

Moraos 9 mhun 2015 temtang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momaor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Persturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Momor 3 Tahun 2008 rentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

Permturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindangan Perempuan dan Anak Korban kekerusan,

Pernturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender

~

- P




N

d

Progedur

1 Mengidennifikas: kebutuhan layanan hukumperdata bags borban berdasarkan kronologis kasus dan memenuhs syamt administras:
F Menyusun surat gugatan yang mehputi gugatan cerai, hak asub anak . naflah anak |
3, Bﬂﬂmkmhummuhnpmdmmmk:mmmm apabila korban delasilitns: dengan bmya jasa persidangan oleh LIFT |
4

P2TP2A
Menginformasikan kepada korban dan atu petugas administrasi UPT P2TP2A untuk melakukan pembayarsn bisys perkars apabils korban dafasbitasi |

dengan biaya jasa persidangan oleh UPT P2TPIA
5 Melakukan koordimasi dengan konsclor psikologi untuk memberikan penguatan psikologis korban pada rentang waktu sebelum panggilan

persidangan
. Membantu korban untuk mempersiapkan langkah-langhkah yang harus dilakukan dalam persidangan, melipun  substans materiil gugsian yang harus
_ dissmpaikan oleh korban pada 1ahap mediasi staupun di persdangan
T Menginformasikan seria mengamahkan Korban untuk mengikun proses

Persidangan
Apabila diperlukan korban dapst didampingi konsclor psikolog UPT P2TP2A berdasarkan surat tugas pada saat persidangan
] Melakukan monitoringhasi] putusan hulkum perdats dengan mendapatkan copy putusan dan akis comu dan korban
9 Metakukan terminasi setelah selesai ndang dan putisan pengadilan
It MMenandatang Beritn Acars ferminss bersema korban
11 Melakukan monitonng perkembangan korban dalam rentang wakiu 3 bulan pasca ierminasi L

Dusahkan oleh | Revis: tanggal

—- KEPALA

; EDY MUHAMMAD




Lamguan V1| Kepuhsan Ko DPMPPA Rota ¥4

| Nuoemor i/ B S Token A0W® |
| Tangsal 30 Mmper 0@
— _ ,
FHomar
Tanggal detetapkan |
Sandar Operasional Prosedur Wakiu Pelaksanaan: Euahifikas Pelaksans i
Layanan Pendampingan Hukam Moo Litigasi Seguai kebutuban korban, Kmm{wm-h |

Dazar Holoum ¢

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dinbah dengan Undang-Undang MNomor 35 tabun 2014 |
Temang Pervbahan Atax Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2002 Tentang Perhindungan Anak

Undang-undang Momar 23 tahun 2004 1entang Penghapusan Kekemsan dalnm Rumah Tangga; |
Undang-undang Nomor 21 Tahgn 2007 tentang Pembemntasan Tindak Pidana Perdsgangan Orang:

Undang-Undang Momor 23 Tabhun 20014 tentang Pemenntahan Dacrah schagaimana telah diubah beberapa kali iemkbur dengan Undang-undang
H&mr?uﬂnﬂlimgmuthMHMUﬂmrUmHﬂmwﬂmlﬂll tentang Pemerintahan Dasrah,

5. Peraturan Menter Pemberdayaan Perempuoan dan Perlindungan Anok Momor 3 Tahun 2008 eatang Pedoman Pelaksansan Perlindungan Anak;

6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakars Nomor 3 Tahun 2012 wentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;

7. Peraturan Walikota Momor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender
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Prosedur:

fhek 3

Mengrdentifikasi kebutuhan layanan hukum bagi korban berdasarkan kronologis kasus dan keputusan korban untuk memilih Jadur non Hitngas
{konsultasi atau medinzi)

Memberikan konsoltasi bukum pada kortan

Apabifa diperlukan dapat metakukan konfrontas: terhadap pihak lawan

Melakukan koordinasi dengan Ka UPT PZTP2A untuk melakukan mediasi kepads korban dan pihak lawan

Mediasi dapat dilakukan lebih dari | kali disesvaikan dengan dinamika dan kebutuhan

Meénuangkan hasil mediasi dalam Kesepakntan Bersama vang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saks: diketahui oleh pihak UPT
P2TP2A

Konselor hukum melakukan monitoring pelaksanaan hasil Kesepakatan Bersama vang dilakukan dalam rentang wakiu 3 bulan pasca Kesepakatan
Melakukan terminasi setelah korban dinilai oleh konsclor dapat mengambil keputusan atas permasalahannya, mengambil resiko atas keputusan dan
menats masn depanmys

Menandatangi Berita A cars terminasi bersama korban

9 Pendolumentasian penanganan krses non hitigasi yang meliputi berkas kronologis kasus, kesepakatan bersama dan terminasi
Dlisahkan oleh : Revisi tanggal |
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UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
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Dasar Hukum

|- Undang— Indang Momar 23 Tabun 2002 tentang Perindungan Anak sebagamana telah diubah dengan

Lindang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubshan Atas Undang-Undang Momer 23 Tabun

2002 Tentang Perlindengan Anak

Undsng-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penphaposan Kelkerasan dalam Rymah Tangea:

Undang-undang Momor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,,

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2004 entang Pemenniahan Decrah scbagaimana iclah diubah

beberapa kali temakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tabun 2015 tentang Pervbahan Kedua Atas

Undang-1ndang Momor 23 tabun 2014 feotang Pemeriotabhan Dacrah;

5 Pemsturan Menten Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungen Anak Nomor 3 Tabun 2008 entang
Pedoman Pelaksanaan Pedindungan Anal;

&, Peraturan Decrsh Lstimews Yogyvakara Momor 3 Tahun 2012 wentang Perlindungan Perempuan dan

PR

2 Konselor hukun (Analis EKonsul s dan

Bantunn Hukum) Sarjana (51) Dyploma I'V di
bidang llmu Hulum' Sosial dan polstik
Sosology Kebnjakan Publils Psikolog
Masyaralast

Peoapas sdmoniziras keumngan

(Pengadmimistran keuangan) - SLTA D1/ D
/DI & bidang Manajemen / Admunasiras
Tata Perkantoran

Bendahara pengeluaran DPMPPA - Deploma

Anak Korban kekerasan; I ds budang Akunisnsi’ manspemen
7. Persturan Walikota MNomor 39 Tahon 3013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korhan | 5 Petugas pengadilan
Keckemsan Berbasis Gender
Keterkaitan Peralatan Perlengloapan
1. S0P Pendampingan Huloum Perdats I Computer
2. Prialer
i AT
 Peringatan Pencataian dan pendsizan . _ _
Komunikssi d harus i if pelayanan jasa persidangan lancar, Pembuatan ukan hans
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© [MomorSOP
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| Tanjgal Revisi ———
Tanggal efektf : ==
| Disahkan oleh : Ka. DPMPPA Kota Yk S
Nama SOP - Layanan Penerimasn Rujukan
UPT PUSAT PELAYANAN TERPADIL] FEMBERDA Y AAN ,
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOG YAKARTA =
Daenr Huloum Kualifikasi Pelaksana
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Undang—Undang Momor 23 Tahun 2002 wentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah den
Undang-Undang Momor 35 tabun 2014 Tentang Perubshan Atas Undang-Undang Hmnur.;'.&‘[‘nﬁlmn
2002 Tentang Perlindungan Anak

L Nomor 23 tahun 2084 tentang Peoghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Lmdugw-l.l'n@ngHm_m 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah schagaimana ielah divbah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Momor 9 tahun 2015 wentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomaor 23 tahun 2014 tentang Pemenntahan Dacrah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ansk Nomor 3 Tahun 2008 tentang

SMAsederajat

Satgas sigrak minimal SMA/sederajat, pernah
mengikuti Pelatihan penanganan Kekerasan
terhadap peremipusan dan anak.

Konselor hubkwm (Analis Konsultasi dan
Bantuan Hukum): Sagana (51} Diploma IV &
bidang limu Hukum/ Sosial dan polink/
Sosivlogl’ Kebijakan Publik' Prikolog

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, Musyarakat
6. Keputusan Menter: Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pedindungan Anak Hepublik Indonesia | 4. Konselor Psikologi (Jasa Sosial Lainnya) S
HNomar 01 Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan Psikologi
dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonessia Tahun 2010 Nomaor 56); 5. Baigas Sigrak
7. FPeraturan Dacrah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan
-Anak Korban kekerasan:
8. Peraturan Walikotn Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempusn dan Annk Korban
Kekerazan Berbasis Gender
 Eeterkaitan Peralatan/Perlenghapan
S0P Penerimaan Pengaduan 1. Computer
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] : - — - Pencatatan dan pendataan
Lembaga perujuk yang tidak menyeriakan sural faiaken dak nyama i
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Penerimu Wk | paTPiA | sdministe | pergiuk Ger -
pemgad -
L]
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knsus -
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ham
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' Tanggal | 30
Momor S0P {
| Tanggal pembuatan | s
| Tanggal Revis = = ==
Tanggal efektil N
[ Disahlcan oleh Ka DPMPPA Kota Yk
Mama S0P Leyanan Merujuk Kases |
UPT PUSAT PELAYTANAN TERPADU PEMBERDA Y AAN | .
wumw& YOGYAKARTA
__]}FH:tum Kualifikas Pelaksans
1, Undang-tindang Nomor 23 Tahuna 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimans telzh divhah dengan | 1. Kovsclor bukum { Analis Konsultes; dan
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubshan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Bamtuan Hukom) Sarana (S1) Diploms [V &
2002 Tentang Perdindungan Anak bidang Itmu Hukum' Sosial dan polrik’ f
2. Undang-undang Nomor 23 tabun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangaa, Lostology’ Kebijpkan Poblik’ Psikologl |
1. Undang-undang Momor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Masyarakat |
4, ndang-1lndang Momor 23 Tehun 2014 ifentang F'|:t|1.v=|‘1.|'i'li|.|!m:2 5mmmwﬁ . ;Emwmﬂﬂmﬂm Soesal Lamnyva) - 51 |
kali terakhir Homor 9 tabun 2015 tentang
Wmumwmmmwwmmmmm 3. Ka UPT PZTF2A - 51 Sospol, 51 Psikolog, S1 |
% Peraturan Menter Pemberdaysan Perempunn dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Huokum. 51 Ekonoms, dotamakan 52
Pedoman Pelaksanaan Pedindungan Anak, Mlnl_:lun;::;.ihl zldlf.m JI%T.I‘H:EIL'EI
6, Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ansk Republik Indonesia Magisicr jakan
Momar 0] Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layenan Terpado bagi Perempuan | 4. Fm.mrsm minimal SMA sederagat
dan Anak Korban Kekerazan (Benta MNegara Republik Indonessia Tabun 2010 Nomior 36), 5 |
7 Persturan Dasmh [simewa Yogyakarta Momor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempsan dan | 6. L:nhpmduqnt
Anak Korban kekerzsan,
%  Peraturan Walikota Momor 39 Tabun 2013 tenimng Perlindungan Perempuan dan Anak Korban i
Eekerasan Berbasis Gender
- - | I'.'.'m
SOP Penenimaan Pengaduan x me
3. ATE
Pencaistan dan pendaiasn
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mmpﬂim | Sort rujukan sudah | 3 menit | Cataian
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| Tanggal
| Nomor SOP
Tenggal pembuatnn
| Tanggal Revisi_
| Tanggal cfektif
Disshkan oleh
Muma S0P
UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

! Review Fenganduan Hotline Service SIKAFP

Dasar Holoum

__Kualifikesi Pelaksans

l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimans (elah dinbah dengan
Undang-Undang Nomor 35 tshun 2014 Tentang Perubahan Atas Undeng-Undang Huml.:t?_’-l Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak
ummgﬂmzsmmmmmmﬁmmmmmnm
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;
Undang-lindang Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubsh
hbﬂmmm&nmUMMHM?uhmmﬁmmﬁndum
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daereh;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
6. Peraturan Diserah [stimewa Yogyakarls Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perempuan dan
Angk Korban kekerasan;

7. Pemturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Ansk Korban
Kekerazan Berbasis Gender

-l

Ha UPT FZTP2A ; 51 Sospol, 51 Paikologi,
51 Hukum, 51 Ekonomi, divtamakan 527

Mansjemen/S2 Magister Adm_Publik/S2
ister Studi

: Kebijakan/52
Konsalor hukum {Anslis Ksasnultasi dan
Bantuan Hukum): Sadans (51) Diploma IV
di bidang Nmu Hukum' Sosial dan politk/
Sosiologi! Kebijalan Publik/ Psikologi
Masyarakat

« Konselor Psikologi (Jasa Sosial Lainnya) :

51 Psikologi

. Satgas Sigrak : minimal SMA/sederajar,

Keterkaitan = =— Pudmﬁukmh_g
1. SOF Review Penerimaan Pengaduan Kasus 1. Smart phone
2, BOP Layanon Hukum Pidana 2. Computer
3. S0P Layanan Hukum Perdata 3. Printer
4. S0P Layanan Hukum Non Litigasi 4. ATK

5. SOP Layanan Jasa Persidangan
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Lampiran 11| ; Keputusan Ka. DPMPPA Kot YK |

Momor
Tanggal

Momor

Tangpsl ditetapkan

H‘-I:Hllp1 b Pl Waktu Pelalisoamn Kualifikasi Pelaksans :
I —— , Layanan sesusi kebutuban klien | Konselor Paikologi | $1 Psikologi
Psikolog Klinis ; S2 Psikologi Klinis

1.

Drazar Hukowm *

Undang—Indang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak schagaimana telah diubsh dengan Undang-Undang Nomer 35 tmhun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2, Undang-undsng Nomor 23 tshun 2004 tentang Penghnpusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
3
4. Undang-lUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Undang-undang Nomor 21 Tabun 2007 teatang Pemberntasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
MNomor 9 tahun 2015 tentang Pervbahan Kedus Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentsng Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanasn Perlindungan Anak:
6.
7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuoan dan Anak Korban Kekernsan Berbasis Gender

Peraturan Daermh [stimewa Yogyakarta Momor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anask Korben kekemsan:;
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Prosedur -

=

T

Melakukan intervensi psikologis meliput -
i pomeriksaan psikologs,

Mengidentifikasi kebutuhan layanan psikologi bagi korban berdasarkan kronolagrs knsus

b pendampingan atay penguatan sebelum dan sesudah korban menjelani persidangan ( untuk korban yang menjalan persidangan)

¢ home visitmoney

d Rurhndirujﬂ:_lt:lmhu.hhmt{:plbih diperlukan)

& terapi psikologis
Melakukan terminasi setelah korban dinilai oleh konselor
menuta masa depannya
Menandatangi Berita Acara terminasi bersama korban

Membuat lsporan psikologis berdasarkan hasil assessment dan intervensi paikologis korban.
dapat mengambil keputusan alas permasalahannya, mengambil resiko atas keputusan dan

Melakukan 1= kiorhan dalam rentang waktu 3 bulan pasca terminasi
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Lampiran IV | - Keputusan Ka. DPMPPA Kota Yk
B L T
| Tanggal 3p Destwbay 2019
Nomor
Teanggal ditetapkan
Waktu Pelaksanaan: Kualifikasi Pelaksana -

Layanan Pendampingan Hukum Pidana Disesuaikan proses hulum yang | Konselor hukum {Analis Konsultasi dan
berlaku hingga putusan Bantusn Hukum): Sarjana (51)
Pengadilan. Diploma I'V di bidang [imu Hulkum/

Sosial dan politik/ Sosiologl/ Kebijakan
Publik/ Psikologi Masysrakat

Dasar Hulkem

1. Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2002 testang Perlindungan Anak schugaimana felah diubah dengan Undang-Undang Momor 35 tabun 2014
Tentang Perubahan Atss Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kckemsan dalam Rumsah Tanggs;

Undang-undsng Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

4. Undung-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temtang Pemerintshan Dacrah sebagaimans tefeh diubah beberapa kali serakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayzan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

Peraturen Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekernsan;

Peraturan Waliketa Nomor 39 Tabun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dian Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender
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Konselor hukum mengidentifikas: kebutuhan ayanan hukum pedana bags korban berdasarkan kronclogs hasus. _ _
Konselor hukum melakukan pendampingan hukum pdana terhadap korban pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang meliputi pendampingan
pelaporan ke kepolisian, pemeniksasn fisik korban, pembuatan BAP, rekonstruks kejadian

Melakuban koordinas: dengan Konselor psikologt untuk melakukan penguatan psikologis terhadap korban

Konselor hukum monitonng perkembangan kasus korban sampai F21

Konselor hukum dan atau konselor psikolog mendamping: korban di sidang pengadilan pidana berdasarkan surat tugas dari Ka. UPT P2TP2ZAKa.

DPMPPA Kot Yogyakarta
Konselor hukum melskukan momitonng perkembangan kesus sampai mendapatkan hasil putusan pengadilan
Menandatanin Herita Acara terminas: bersama korban
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Lampiran V| : Keputusan Kn DFMPPA Kota Yk |
Nomor i/ A0S Taken 2019 =
Tanggal | 30 Peigeeer 2203 |
Momor
Tanggal ditetapkan
Sandar Operasional Prosedur Wakty Pelaksanann; Kualifikasl Pelaksana :
Layanan Pendampingan Hukum Perdata Sesual proses hukum perdata Konselor hukum (Analis Konsultasi dan
hingga putusen pengadilan. Bantuan Hukum): Sagana (S1)
- Diploma IV di bidang Ilmu Hulum,'
Sosial dan politik’ Sesiologl/ Kebijakan
Publik/! Peikologi Mi
Deasar Huloum bogi Masyarskal

I Undaag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perfindungan Anak sebagsimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tabim 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2002 Tentang Perlindungsn Anak
- Undang-undang Nomor 23 tshun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Permberantasan Tindak Pidana

B b

Perdagangan Orang;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang M&lﬂlmﬂmhmmuMdmhuhhh:npnkﬂllﬂmmumm
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Keadua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Perniuran Menteri Pemberdayean Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tehun msmmpmﬁmmrmmmm
6. Peraturan Dacrah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempunn dan Anak Korban kekerasan:
7. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender
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Menyesun surat gegatan yang melipet gagatan cersi, hak asub anak nadkah anak
mmﬂumﬁmnmm#mmmmpn“#ml
PIT'F!A.

dengan biaya jasa persidangan oleh UPT F2TPZA.
Mwmmmmmmmmpﬁmmm#
persidangan

Membanm korban untuk mempersiapkan langhah-langkah yang hars dilakukan dalam persidangan medipun - subctans maters| Fusalan Vang hans
dizampatkan oleh korban pads tahap medias atsupun & persidangan Ir
Wmmmmmm |

mhwmmmmmmmm”mﬂmw
Melakukan monitoringhasil putusan hukum perdata dengan mendapatian copy putusan dan akta cerm dan korban
Melakukan terminast setelab selesai sidang dan putusan pengadilan
Menandatangy Berita Acama terminasi bersama korban.

Melakukan monitoring perkembangan korban dalam rentang wakiu 3 bulan pasca terminass

Disahkan oleh | Revisi anggal
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Lampiran V1 | : Keputusan Ka, DPMPPA Kota Yk

,hm ,." Tahvn 3019

Momaor 4
Tanggal 10 Wiember 30320 J
MNomor
Tanggal ditetapkan
Sandar Operasional Prosedur Waltu Pelaksanaan: Kunlifikasi Pelaksans |
Layanan Pendsmpingan Hukum Mon Litigasi Sequal kebutuban korban, Konselor hukum (Analis Konsultasi dan
Bantusn Hukum): Sagans (31}
Diploma IV di bidang Lo Hulowm/
Sosial dan politik/ Sosiologh/ Kebijakan

Drasar Hukoum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2002 tentang Perfindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

Tentang Perubahan Atss Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

1

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 teotang Pemerintahan Dasrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Duerah;

B

Peraturan Menteri Pemberdayasn Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelokssngan Perlindungen Anak;
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarts Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekemsan;
Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 teatang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender
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(konsulimsi atau medis: )

Membenkan konsaltasi hukum pada korhan

Apabila diperiukan dapar melakukan konfrontas: terhadap pihak lawan

Melakukan koordinas: dengan Ka UPFT P2TP2A untuk melakukan medias: kepada korban dan pihak lowan

Mediasi dapat dilakukan lebeh dan | kali disesuakan dengan dinamika dan kebutuhan

PITPIA

MﬂhﬂimmmmmmmdMMMMImmm
Meclakukan ierminas: setclah korban dinilas oleh konselor dapat mengambil keputusan atas permasalahannya, mengambil resiko atas kepubusan dan
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"Lampiran N1 | :
Nomor | /wlly ‘I-unnl:nﬂ J
(Tanggal | 3¢ Ovsember S0W
B T e e e S L iz

 Tanggal pembuatan ; =

Tanggal Revisi = : ===

Tanggal efeknil

Diisahkan oleh : Ka DPMPPA Kota Yk

Nama SOP - Layanan Jasa Persidangan

UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

Dwsar Hukum Kualifikas: Pelaksann

1. Undang-lindang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehagaimana telah divbah dengan | 1. Korban :
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubshan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun | 2. Konselor hukum {Analis Konsultasi dan

2002 Tentang Perlindungan Anak Bantuan Hukum): Sarjana (S1)/ Diploma IV di
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekemsan dalam Rumeh Tanggs, bidang Eanukuﬂﬂnstmpuhﬂa'
3. Undang-undang Nomor 21 Tabun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sosiologl! Kebijakan Publik/ Psikologi

4. Undang-Undsng Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Deerah sebagaimana telsh diubah Masynrakat
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahin Kedua Atas | 3. Petugas administirasi kesangen

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah; {anadmirﬁshuihuan]:SLTh.:'I_HfP
5. Persturan Menteri Pemberdaysan Perempuan dan Perlindungan Ansk Nomor 3 Tahun 2008 tentang 11/ D 111 di bidang Manajemen ! Administrasi /
Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; Tata Perkantoran
6. Peratoran Dacrsh Istimewa Yogyakarta Momor 3 Tabun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan | 4. Huu?aljmpmgmm;h:mphml
Anak Korban kekerasan; IIT di bidang Akuntansi/ manajemen
7 Persturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungsn Perempuan dan Ansk Korban | 5. Petugas pengadilan
Kekerasan Berbasiz Gender
Keterkaitan Peralntan/Perlengkepan
: Pendampingan Hukum Perdate 1. Computer
s 2. Printer
1 ATK
Pencetaten dan pendatian |




b Promdar hiyn ke -
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— © Muni baku

No | Urnian Prosedur  Pelaksana N——
| Warban | Konscloe | Pongas | Pengadas | Bendshara Persy aratan kelenghapan [ M= i
Wakwm | pengadil | medmas |
- an howangan
LPT
U
. : i Tm Chis
6 | menwansfer bisya gagatm ke - BKP sudsh dstandatangan: 60 Bukti transfer
PMPA ssum nominal yang - Berkes SPJ lenghup dan benar | menit | dari bank DPMPPA
tertera o kuiinasi bizys panjss
perkoars
T | Mendaftwkan pugaten - Bukii tansfer 60 - Nomer Berkns
porcerman ke PAFN - sursl gogmnn + | menit register dikembali
{ Hardoopi schanyak 9 bendel pekarsdari | kan PAPN
dan softcopd dalam bentak CD) PAPN 2 bendel
- bkt untuk LIPT
SKUM dari | PITP2A dan
PAPHN koisrbuniy
§ | Menyershkan berkas gugatan - SKUM, 1 han Berkas SP)
PAPN penswdangan
f Er =
% | Menyershkan berkas SPI SF) kevangan meliputi BEP, & SPJ jasa
SKLM, Berkas gugatan yang sadah | 1venit persidangan
reregister PAPN gy _
10 | Medolumentasikan berkas 5P jmsa persidangan lenghap 10 Dodumentasi
eyent A )
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Lampioan YIH ' hoputusan Ka DUMEEA kota Yk
| Mo AS RS Talwn 2519
| Tanggal A0 Drigmabtr Soin
: ‘ Muovimwor SO
! | Tanggal pombuatan
| Tanggal Revisn
| Vanggal efeknt . e
Disabhan olch K DEMPPA Kot Vi )
Nama SOP Lavanan Penermaan Fijukan
UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA s | .
Dasar Hukum iy Nualifibasi Pelaksana

| Undang Undang Nomor 23 Tahun X002 tontang Perlindungan Anak, scbagaimana elah diubab dengan
Undang-Umiang Nomor 35 mhun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak,

2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembermntazan Tindak Prdana Pendagangan Crang:

4 Undang-Undang Nomeos 25 Tahun 2014 tentang Pemenintahan Dacrah sebagaimana telah diubah
beberapa kali ferabhir dongan Undang-undang Nomor 9 tabun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 entang Pemenmiahan Dacrah,

S Peraturan Menten Pembendayaan Perempuan dan Perhindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang

I Pedoman Pelaksanaan Perindungan Anak:

6. Keputuzan Menten Megam Pemberdavaan Perempuan dan Pedindungan Anak Repubhik Indonesia
Momor ] Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal {SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan
dan Anak Forban Kelerazan (Borita Megar Republik Indonessia Tahun 2010 Nomor S6);

7 Pemturan Dacrah Lstimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 testang Perlindungan Perempuan dan

CELTREREE

I'ﬂuw Penening pmdu.n il

SMA sederapat
Satgas sigrak munimal SMA sedermat, pernah
mengikut Pelatthan penanganan K ckermsan
terhadap perempuan dan anak
Komselor hubum (Anals Komnsulias dan
Bantuan Hubumt Samana (510 Diploma 1V d
badang Himu Hokum' Sosal dan pelink
Souology Kebijakan Publiks Pabkolog
Masy arakat
Konselor Peikolog (Jasa Sosal Lunnyva) 51

Psikalog
Satgas Sugrak -

Anak Korban kekerasan,
§ Pemsturan Walikota Momor 39 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Horban
Kckenisan m Gender
K eterkailan Pemlatan Perlenghkapan
SOP Pencrimaan Pengaduan 1. Computer
2. Printer
3, ATK




Peringatan e — Pencatatan dan pendalaan. -
Lembaga perujuk yang tudak menyertakan surat rujukan akan mengakibatkan korban merase tidak nyaman | Buku register Klien tercatat lengkap
karena hamus drassessment ulang
Urmian Prossdur — Pedal sang Mty baku bt
o Petugas | Kemwhe | Segw | Ka UPT | Peugss | Lenibags | Persysmatank dnglr-lp—[ Waktu | O
Penerima Fguk | prTP2A | siminstw | penujik m
pengadu -
Ak
b | Mo - ~ Sumirojekan |30 | Dokumen Kilen | informasi dapat
dart lembaga menit mmedalul surat,
= ldentitas klien WA, ShS dan
- Kronolog lembaga yang
Melshukan penpanghaunn dan Diokumen khen 120 | Catsanflaporsn | Bila korban odak
Zo | dentifikasi swal E‘] memit | Hasll dapat datang ke
e b v an LIFT PZTPIA
karena kondis
Pertent sk,
peikis, forancam
Melakuln registras: damn - Meotitas klien | 30 - Kromobogis Hul:--huq!'"_ i
b | dentifikasi awal 4 - Surst rujukan menit | klon segkat | demgan atan mnpa
= Jomis kasus pendampangan
teri frdennfihoas | dey lonabags
e - = WP P W TR— I—— T— —— —— o — .A_H.mh._.u R— - »
3 | hiclabukan scscsament * = InFormas dan (5.0 Lagsoran haal i
A rdentifikan menl | axeosoment pade
= « Surst rajukon foon K lvon
S —nf == e a— _..M....._ = T e . e .
4 | Melakukan ¥ ~ Form Liven Sesom | Foirm Liren o
H"[E"' - B | E———
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Lampiran X | : Keputusan Ka DPMPEA Kota ¥k

_|5,.F X/ Tahun 2018

Momor
“Tanggal 30 Desember 2019
MNomor SOP
Tanggal pembuatan =
Tanggsl Revisi
| Tanggal efektil :
Disahkan oleh : Ka. DFMPPA Kota Yk
Nama SOP - Layanan Merujuk Kasus
UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA
Diasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

ol

T.
E

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2002 fentang Perlindungan Ansk sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomar 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atss Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanges,
Undang-undang Momor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah divbah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 tabun 2014 tentang Pemenntahan Daersh,

Peraturan Menteni Pemberdaysun Perempusn dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak,

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anek Republik Indonesia
Momor 01 Tahun tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan
dan Anak Korban Kckerasan (Berita Megars Republik Indonessia Tahun 2010 Nomor 56,

Peraturan Daerah [stimewn Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan
Anak Korhan kekerasan,

Peraturan ‘Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerssan Berbasis Gender

1. Konselor hukum (Analis Konsultasi dan
Bantuan Hukum): Sagana ($1)/ Diploma IV di
bidang Iimu Hukum' Sosial dan poliuk/
Sosiology’ Kebijakan Publik/ Psikologi
Masyarakat

2. Konselor Psikologi (Jasa Sosial Lainnya) | 81
Psikolog

3. Ka UFT PITF2A : 51 Sospol, S1 Psikologi, 51
Hukum, 51 Ekonomi, divtamakan 52
Manajemen'S2 Magister Adm Publik/52
Magister Studi Kebijakan/'S2

4. Petugns edministrasi | minimal SMAJ/sederajat

5. Korban

&6 Lembaga yang dirsjuk

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Penerimaan Pengaduan 1. Computer
2. Printer

1 ATK




BB s o e e v | Pencatatan dan pendataan
Perbedam perspebuf penanganan Lasus dengan lembaga yang dunjuk herakibat penanganan hasus tidak optiial
Urman Prosedur B Pelaksana B Mutu baku : ket
No Wonst | Ka | Pempes | Worban | Lembaga | Pesysmumkelongka | Wakw | Oupot
lor UPFT | wdnamessr yang pan
I FC— | PITPIA i dirgjuk -~
1 Mlemyvamparkan Tsporm I.:p-d; _ . Kronologi kasus - | 30 menit | Usulan Korban dimyjuk
Ka UPT PITP2A babwa korban - Form klien mesujuk karens
membatuhkan layanan lebih korban membuuhkan
Iumyut lzyanan yang tidak
tersedin i LIPT
PZTP2A atau alasan
] kokus.
1 Mengambal kepunisas menspuk - Kronologi kesus | 10 menit | Keputusan
e O s i
- Fomm klien I:_.r-mm
Lenghap ,
3 Berkoordinas: dengan lembaga - Kronologi kases | 30 menit | Persotjuan
=  Form klien nafukan
lenghap
4 MMembuat surat rupakan v Identitns korban | 60 Sumt rupukan | hdentitas korban dan
Kronologh kasus | menit ditandatangeni | kronologiz kasus
T En. Dinas schagei lampiran
5 | memberi catainn pada buku Sural pajukan sudak | 5 menit | Catainn
register kazus bahwa korban ditandstangi FKa rujukan padi.
dirujuk ke lembags luin Chnas buku register
& Entry dats kasus kekerssan Data kesus 45 menit | Data S1H0A
melalul aphkas SIGA dan : dan STMFONI
SIMFONI teris
7 bdemberikan form Survey mmﬂ” 30 meenit | SEM tensi Kuh-m:ﬂﬁ
Kepuasan Masyarakat P2TPZA ke lembaga lni
selesai karena alasan lokus
! tidak perlu meongisi
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[~ Uraman Prosedur ) Pelokma — ] Muta baku
Ma Komsclo | Ka | Pemgas | korban | Lombags = Persyarstan/kelengka | Wakw | Output |
v | UPT | adeunistr | yang | pan | |
|PITP2A | am dirujuk
I
:

8 | Korben datang ke lembaga yang ¥ Sural jukan yang | 30 Akses Korban didsmpingi
durujok denpan saw tarpa dilengkapi kronologis | menit | Layanan vang | konsclor ketika
konselor. diburuhkan | kondisi

pstkologismya tidak
inemuig kinkon
untuk datang sendiri_

9 | Lembags yang dwupk i kasas | 30 Laporan
porkembangan peanganen ks berproses kasus
kepada UPT PTTP2A socara
lism.

10 | Lembaga yang dinyjuk Laporan 30 Luporan hasil
kepads UPT P2TPZA. final
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